Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai
dengan kebijakan Umum APBD, serta Prioritas Plafon Anggaran,
maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada
huruf a diatas, merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan
dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Fakfak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2011,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Rl Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 2907);



2.

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Rl Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Tahun 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4574);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Fakfak Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak
(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Isnpektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 21);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah Rp. 652.934.223.480,00

2. Belanja Daerah Rp. 663.723.769.687,01
Surplus/(Defisit) Rp. (-10.789.546.207,01)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 00,00
b. Pengeluaran Rp 00,00
Pembiayaan Netto Rp. 00,00

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (-10.789.546.207,01)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 27.561.815.599,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 558.526.177.881,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 66.846.230.000,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.166.500.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.677.500.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

sejumlah Rp. 7.165.282.583,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah  Rp. 16.552.533.016,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 99.106.090.881,00
sejumlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 404.103.587.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 55.316.500.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari jenis pendapatan :

a.

b.

C.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 2.654.000.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 64.192.230.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Rp. 00,00

Daerah Lainnya

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

b.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 295.287.439.338,00

Belanja Langsung sejumlah Rp. 368.436.330.349,01,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:

a.

b.

o

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 253.344.865.338,00
Belanja Hibah Rp. 4.057.574.000,00
Bantuan Sosial Rp. 36.385.000.000,00
Belanja Tidak Terduga Rp. 1.500.000.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 30.790.578.269,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 120.355.107.584,01
c. Belanja Modal Rp. 217.290.644.496,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

00,00

00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.
2.

Lampiran |

Lampiran I

Lampiran 11l

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

7. Lampiran VI

10.

11.

12.

13.

Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIl|

Ringkasan APBD.

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD.

Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi
SKPD, Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan.

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara.

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Daftar Piutang Daerah.

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 6

Bupati Fakfak menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 7 Februari 2011

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
H. M. TAHIR MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2011 NOMOR 01

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAG HUKUM DAN HAM,

e

DORSINTA RL MAHUTABARAT, SH
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 19660705 199201 2 002



